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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup tenteram, damai, tertib serta berkeadilanupetan dambaan setiap
orang yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu kmuewujudkan tujuan tersebut
perlu adanya suatu aturan yang dibuat untuk di@eati dijalankan oleh setiap
individu yang tergabung dalam tatanan kehidupambsyarakat. Aturan yang
menyangkut kehidupan orang banyak biasa disemgasehukum.

Salah satu hukum yang mengatur tentang kehidupamasgarakat adalah
hukum pidana. Banyak pengertian mengenai artitddaum pidana salah satunya
adalah menurut Pompe yang mengatakan “ Hukum piddath semua aturan
hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yahgrusnya dijatuhkan
pidana dan apa macam pidananya yang bersestig@utangkan di dalam Islam,
hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kgta jinayah yaitu segala
ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau pexbuaiminal yang dilakukan
oleh orang-orang mukallaf, sebagai hasil dari peman atas dalil-dalil hukum
yang terperinci dari Al Qur'an dan hadis.

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan kedo#edasarkan

kemauan Pencipta manusia sehingga terwujud kedartidan ketentraman
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masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim harusi@hgandung rasa keadilan
agar dipatuhi oleh masyaralf’at.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHRgupun di dalam
hukum pidana lIslam, tindak pidana mempunyai macaoam bentuknya,
ancaman hukuman yang diberikanpun berbeda antatisdak pidana, baik dari
pidana yang paling ringan maupun yang terberatlipeika Salah satu contohnya
adalah tindak pidana pembunuhan. Di dalam Kitab ddgeUndang Hukum
Pidana ( KUHP ) hukuman bagi tindak pidana pembanpbn berbeda antara
pasal satu dengan pasal yang lain, seperti halmfamd Pasal 338 KUHP
disebutkan “Barang siapa dengan sengaja meramgasangrang lain diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lamea belas tahun
penjara™ tetapi akan berbeda pula hukumannya jika pembumitbadidahului
dengan perencanaan seperti dalam Pasal 339 yangadiadengan hukuman
seumur hidup.

Di dalam KUHP pidana itu terdiri dari pidana pokd&n pidana tambahan
seperti yang telah tercantum dalam Pasal 10 KUHRvaAgidana pokok terdiri
dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungatana denda , pidana tutupan,
dan juga pidana tambahan yang berupa pencabutanehaktu, perampasan
barang-barang, dan pengumuman putusan ha&etang di dalam hukum pidana
Islam jenis hukuman dibedakan menjadi dua yaitim@n hudud dan jarimah
ta’zir. Hudud adalah ketentuan hukuman yang pasinganai berat ringannya

hukuman termasuk gishas dan diyat yang tercantdamdal Qur'an dan hadis,
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sedangkan ta’zir adalah ketentuan hukuman yangatibleh hakim melalaui
putusannyd. Pembunuhan termasuk jarimah atau tindak pidang yhancam
dengan hukuman gishash.

Di dalam hukum pidana Islam pembunuhan dikelompokkenjadi tiga
yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sendaiapembunuhan semi
sengaja. Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksnpigang sangat berat bagi
pelaku pembunuhan yang disengaja. yaitu dengaakamdhukuman pidana mati
atau hukuman gishash. Namun pelaksanaan hukumdisérahkan pada putusan
keluarga si terbunuh, pilihannya apakah tetap sdakkan hukuman gishash atau
dimaafkan dengan penggantian berupa diyat atauadselblesar yang ditetapkan
oleh keluarga si terbunuh. Meskipun keputusan aidemn kepada keluarga si
terbunuh, tapi adanya hukuman qgishash ini terngthtif untuk meminimalisir
terjadinya pembunuhan nyawa orang yang tidak k3al

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quarsurat Al Bagarah

ayat 178 :
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Artinya. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkamags kamugishash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. SDislita tidak

dilakukan, bila yang membunuh mendapat pema‘afam aldi waris yang
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terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugngyaajar. Pembayaran diat
diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mekdeszy membunuh, dan
yang membunuh hendaklah membayarnya dengan bailgamanya tidak
menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si kodesudah Tuhan menjelaskan
hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunday anembunuh si
pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapngarda diambil gishaash
dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Jgdhash itu berarti
memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu makys@n orang laifi.
Didalam hukum pidana Islam juga dikenal dengan walagugurnya
hukuman karena sebab tertentu. Gugurnya hukumani didalah tidak dapat
dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijaturdtau diputuskan oleh
hakim, berhubung tempat ( badan atau bagiannysukumelaksanakan hukuman
sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksamgleaisudah lewat. Adapun
sebab-sebab gugurnya hukuman tersebut salah satamigdah adanya
pengampunah.Kasus pembunuhanpun, hukum Islam mengenal asaaafem
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalagmggalan surat Al

Bagarah 178 yang berbunyi :
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Artinya :Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pafaa'dari
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengilkugan cara
yang baik,
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Memang dalam sejarah hukum pidana di Indonesiakpahaan pidana mati
masih sangat jarang terjadi, dengan alasan kenzmtugiukuman mati sering
digantikan dengan hukuman penjara. Pidana penjarapakan salah satu bentuk
pidana perampasan kemerdek&¥#tidana penjara atau pidana lain yang
menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, giddia tujuannya adalah
melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahdtdetapi apakah demikian
yang terjadi di dalam masyarakat, karena dengajalaenya masa hukuman,
Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM setiap talietika hari hari besar
kenegaraan dan hari besar agama memberikan sergurangan masa tahanan
atau yang sering disebut dengan Remisi. Pengergamsi adalah sebagai
pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagiandari seumur hidup
menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiapgeiriZ Agustus? Sedangkan
remisi menurut Keppres Rl No 174 tahun 1999 adp&igurangan masa pidana
yang diberikan kepada setiap narapidana bila yangpbgkutan berkelakuan baik
selama menjalani pidananyaDengan demikian maka nararpidana tidak akan
menjalankan hukuman yang diberikan secara penumgggh dengan adanya
remisi ini apakah akan membuat jera bagi pelakdaknpidana untuk tidak
mengulangi perbuatannya lagi atau menjadi residifis

KUHP dalam penerapannya sudah mulai disesuaikargaderprinsip

keadilan bagi masyarakat Indonesia, tetapi mengapssan seorang hakim yang
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mempunyai putusan tetap dapat berubah dan berkdeargan adanya remisi ini.
Padahal pemberian remisi ini tidak melihat dariigetindak pidana yang
dilakukan, akan tetapi hanya pada lamanya masaaahgang akan dijalani dan
berperilaku baik selama menjalani hukuman. Sepp#da tindak pidana
pembunuhan sekalipun yang tetap mendapat remisiahpd tindak pidana
pembunuhan ini telah nyata merampas hak hidup ofaimy Tentu muncul
pertanyaan adilkah remisi ini dilihat dari pihakrig@n? Tentu ini menjadi
persoalan yang tidak hanya dilihat dari satu spdatiang semata.

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikatad, menarik minat
penulis untuk mengetahui bagimana remisi itu dikaeri mengingat hanya
narapidana yang mempunyai syarat-syarat tertenéuysang bisa mendapatkan
remisi itu lebih-lebih untuk kasus seperti pembuwarulSelain itu penulis marasa
tertarik untuk mengetahui remisi itu ditinjau datidut pandang atau perspektif
hukum pidana Islam ( Figh Jinayah ), kemudian genmlencoba menganalisis
dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam Bewskripsi yang berjudul
Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian §tdfapada Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan ( Studi Analisis Keputusan RresRl Nomor 174 Tahun

1999 tentang Remisi )



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipapadk atas, maka penulis

merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dapatkah ketentuan remisi yang terdapat dalam pkspRI No 174 tahun
1999 diterapkan kepada pelaku tindak pidana penttam@

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ¥spRlI No 174 tahun
1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tipatna pembunuhan ?

C. Tujuan dan Manfaat Analisa
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ohalah :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai ketendnaisiryang terdapat
dalam Keppres Rl No 174 tahun 1999.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam w@apaKeppres Rl No
174 tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepadakydindak pidana
pembunuhan.

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hmsikelitian ini akan
memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dapat mekan ilmu
pengetahuan baru mengenai pemberian remisi baik staiut pandang
hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia

2.  Menjadikan sumber inspirasi dalam rangka memberk@mtribusi ilmiah
mengenai masalah pemberian remisi, sejalan dengajunjung tinggi hak

asasi manusia. Dan memperkaya ilmu pengetahuarugiys mengenai



masalah remisi bagi masyarakat awam umumnya yarangbegitu jelas

tentang pemberian remisi.
D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkamahg beberapa
sumber yang membicarakan masalah tersebut di agtara

Skripsi karya Inayatur Rahman mahasiswi Fakulteai8ly Institut Agama
Islam Sunan Ampel Surabaya yang berjudiiinjauan Filsafat Hukum Islam
Terhadap Pelaksanaan Remisi Bagi Pelaku Tindak riRida Analisis Yuridis
Keppres RI No 174 Tahun 1999 $kripsi ini memberikan gambaran pemberian
remisi menurut filsafat hukum Islam sehingga mernkia@r perbedaan dengan
skripsi yang penulis buat karena berbeda dalamt pathdangnya?

Skripsi Zaenal Arifin, mahasiswa fakultas syariahivérsitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjuddlirfjfauan Hukum Islam Terhadap
Pemberian Remisi pada NarapidanaBkripsi ini memberikan gambaran tentang
remisi pada umumnya sehingga belum ada klasifikasara khusus terutama
mengenai tindak pidana yang dilakukan. Dengan kaita skripsi ini hanya
memberikan gambaran umum tentang remisi baik dilderi sudut pandang
hukum Islam

Skripsi karya Lasiyo mahasiswa Fakultas Syariahvélsitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Pemberian Remisi Terhadap

Koruptor dalam Sudut Pandang Figh Jinya®kripsi ini merupakan karya tulis

1 Inayatur Rahman, skripsi Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Relanaan
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yang cukup memberikan gambaran mengenai remisitatea yang menyangkut
tentang tindak pidana korup$i.

Dari berbagai kajian di atas jelas membedakan demgmelitian yang
penulis buat. Hal ini nampak jelas dari permasalapiang diangkat. Peneliti
dalam tulisan ini mengangkat pemberian remisi @aibasuatu tindak pidana
pembunuhan. Sehingga penelitian tentang TinjaudwiWPPidana Islam terhadap
Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pemhlamn( Studi Analisis
Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tenRepisi ) diharapkan
dapat menambah khasanah ilmu dan wawasan bararterudi bidang ilmu
hukum pada umumnya.

E. Metode Pendlitian
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitianumknormatif, yang juga
sering disebut dengan penelitian kepustakaan @tybResearch ), yaitu dengan
melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertutiaka penelitian ini
bersifat kualitatif. Menurut Bambang Sunggono,SHSMpada penelitian ini
peneliti mencari landasan teoritis dari perrmasalalpenelitiannya sehingga
penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yamgshat ” trial and error’
Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumesuasumber tertulis seperti
buku, majalah, jurnal dan berbagai sumber lainnya.

2. Sumber Data

16 Lasiyo,Skripsi Pemberian Remisi Terhadap Koruptor Dalardu@t®Pandang Figh
Jinyah Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

17 Bambang Sunggonetode Penelitian Hukumlakarta : PT Raja Grafindo Persada
.1998. h. 114
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Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperotdadaekan dari data-
data primer dan sekunder.

1) Data Primer : Keppres RI nomor 174 tahun 1999. gaibdata pokok yang
dianalisis dalam skripsi ini.

2) Data Sekunder : berupa buku-buku atau bahan-bablkmrhyang diambil
dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli daligang remisi untuk
digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yankpiten dengan
penelitian ini dan dianggap sangat penting.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dikan dengan
menggunakan metode Studi kepustakaan yaitu mendapdata melalui bahan-
bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara memti@c mempelajari
peraturan perundang-undangan, teori-teori atawsatdtulisan yang terdapat
dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surdbdta dan bahan-bahan bacaan
ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalgrandiangkat®

4. Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menggundkakriptif analisis
karena sebagian sumber data dari penelitian inigageinformasi dan berupa teks
dokumen. Maka penulis dalam menganalisis menggunaieknik analisis
dokumen yang sering disebentent analisysDisamping itu data yang dipakai
adalah data yang bersifat deskriptif, yang mengapgan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukung yaenjadi objek penelitian

8 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukundakarta: Penerbit Universitas
Indonesia,1986. him.21
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dan analisis data yang dipergunakan dengan peraaekatlitatif terhadap data
primer dan data sekunder.
F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang jetdas mengenai hal
yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsiyaitu menguraikan isi
penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebaghut.
BAB | : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang & Rumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian &ket Metodologi Penelitian,
Sistematika Penulisan Skripsi
BAB Il : Remisi Pembunuhan Menurut Hukum Pidana I slam

Pada bab dua ini diuraikan Remisi dari sudut pagdestam vyaitu

Pengertian Remisi dalam hukum Islam, Dasar hukumistedalam hukum
pidana Islam, Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukiglana Islam
BAB |1l : Pemberian Remisi Bagi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut
KeppresRI No 174 Tahun 1999

Dalam bab tiga ini diuraikan Ketentuan tentang Remienurut Keppres

RI No 174 Tahun 1999Rengertian tindak pidana Pembunuhan Menurut Hukum

Positif, Pembagian Jenis-Jenis Tindak Pidana PembunuharaldmdKUHP,

Sanksi pidana Menurut Hukum Positif
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BAB IV : Analiss Hukum Pidana Isam Tentang Pemberian Remisi
Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan.

Dalam bab empat ini berisikan tentang Analisis Ketan Pemberian
Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhaommeeppres RI No 174
tahun 1999 dan Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islarhadap Keppres Rl No
174 Tahun 1999 Tentang Pemberian Remisi Kepadak®elindak Pidana
Pembunuhan.

BAB V : Penutup

Bab yang terakhir ini merupakan bab penutup yangsiken kesimpulan

dari hasil pembahasan serta saran yang dapatldibedari hasil penelitian yang

dilakukan.



